DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Abdurrahman dan Samsul Wahidin, 1985, Beberapa Catatan Tentang Hukum Jaminan
Dan Hak-hak Jaminan Atas Tanah, Alumni, Bandung.

Adi, Rianto, 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta.

Adjie, Habib, 2007, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat
Publik, Refika Aditama, Bandung.

, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

, 2011, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya
Bakti, Bandung.

Ali, Ahmad, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
Gunung Agung, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2010, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan
Etika, Ull Press, Yogyakarta.

Apeloorn, L. J. Van, 1983, Pengantar IImu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
Asshiddigie, Jimly, 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly dan M.Ali Safa’at, 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi
Press, Jakarta.



Bakri, Muhamad, 2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk
Reformasi Agraria), Citra Media, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2002, Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Black, Henry Campbell, 2009, Black’S Law Dictionary, Ninth Edition, West Publishing.

Budiono, Herlien, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra
Aditya Bakti, Bandung.

Cahyadi, Antonius dan E Fernando M.Maullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Curzon, L.B., 1999, Land Law, Pearson Education Limited, Great Britain.

Darmabrata, Wahyono, 2009, Hukum Perkawinan Perdata Syarat Perkawinan Hak Dan
Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan, Rizkita, Jakarta.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2008, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan
Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa.
Jakarta.

Effendi, Lutfi, 2004, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang.

Erwiningsih, Winahyu, 2011, Hak Menguasai Negara atas Tanah, Kreasi Total Media,
Yogyakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ghofur, Abdul, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Ull
Press, Yogyakarta.



Hadjon, Philipus M. dkk, 1998, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia
(Introduction to the Indonesia Administrative Law), Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan
Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harsono, Boedi, 2007, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undnag
Poko Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.

Hasan, Djuahaendah, 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah & Benda Lain
Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan
Horizantal Citra Adtya Bakti, Bandung.

Huijbers, Theo, 1998, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta.

Hutagalung, Arie S., 2005, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah,
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.

| Made Wirartha, 2006, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis, Andi,
Yogyakarta

Indroharto, 1994, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra
Aditya Bakti, Bandung.

, 1996, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

K., Valerie J.L., 2009, Metode Penelitian Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta.

Kie, Tan Thong, 2007, Studi Notariat & serba-Serbi Praktek Notaris, Baru Ichtiar
Van Hoeve, Jakarta.

Koehn, Daryl, 2000, Landasan Etika Profesi, Kanisius,Yogyakarta.



Lubis, M. Solly, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung.

Lyons, 1983, Ethics And The Ride Of Law, Cambrige University Press, Cambrige.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Mulia Grup, Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Muhammad, Abdul Kadir, 1991, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Nazir, Moh., 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Notodisoeryo, R. Sugondo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Notonagoro, 1974, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Pancuran
Tujuh, Jakarta dalam Eddy Ruchiyat, 1995, Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum
Dan Sesudah Berlakunya UUPA, Alumni, Bandung.

Parlindungan, A.P., 1989, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Mandar Maju,
Bandung.
, 2009, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Perangin, Effendi, 1994, Hukum Agraria di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Pitlo, A., 1986, Pembuktian dan Daluwarsa, Intermasa, Jakarta.
Poedjawijanta, I.R, 1982, Etika, Bina Aksara, Jakarta.

Prodjodokoro, Wiryono, 1982, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung,
Bandung.



Purwaka, Tommy Hendra, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Atma Jaya,
Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 2000, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ruchiyat, Eddy, 1995, Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA,
Alumni, Bandung.

S., Maria Farida Indrati, 2007, IImu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi Dan Materi
Muatan, Kanisius, Yogyakarta.

S., Salim H., 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

S., Salim, H. dan Erliees Septiana, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
Dan Disertasi, RajaGrafido Persada, Jakarta.

Said Sampara et. al.,, 2009, Buku Ajar Pengantar Illmu Hukum, Total Media,
Yogyakarta.

Saleh, K. Wantjik, 1985, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Santoso, Urip, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada media
Grup, Jakarta.

Sarwono, Jonathan, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Graha IlImu,
Yogyakarta.

Satrio, J., 2002, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I, Citra
Aditya Bakti, Bandung.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, Metode Penelitian, Mandar Maju, Bandung.

Setiawan, 1979, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.



Sibuea, Hotma Pardomuan dan Heryberthus Sukartono, 2009, Metode Penelitian Hukum,
Krakataw Book, Jakarta.

Silalahi, Ulber, 2009, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditanam, Bandung.
Soekanto, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Soendjendro, J. Kartini, 2002, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi
Konflik, Kanisius, Yogyakarta.

Soemitro, Romy Hanitidjo, 1984, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta.
Soerojo, Irawan, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola Surabaya.
Soeroso, R., 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 1990, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya
Paramita, Jakarta.

Supomo, Imam, 1976, Acara Perdata Pengadilan Negeri Pradnya Paramita, Jakarta.

Supriadi, 2010, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta.

Sutrisno, 2007, Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris, Buku I, USU, Medan

Suryabrata, Samadi, 1998, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo, Jakarta.

Syarifudin, Ateng, 2000, Jurnal Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih
dan Bertanggungjawab, Universitas Parahyangan, Bandung.

Termoshuizen, Marjanne, 2002, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Djambatan, Jakarta.



Thamrin, Husni, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Laksbang Pressindo,
Yogyakarta.

Tobing, G. H. S. Lumban, 1996, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
Tresna, R, 1984, Komentar HIR. Pradnya Paramita, Jakarta.

Wahid, Muchtar, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu
Analisa dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis,
Republika, Jakarta.

Wuisman, JJJ. M., 1996, Penelitian IImu-ilmu Sosial, Ul Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko Agraria.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau
Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.



Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Makalah, Artikel dan Internet

Alif, Rizal, 2006, Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Dalam Kerangka
Hukum Benda. Tesis Universitas Padjadjaran, Bandung

Habib, Adjie, “Akta PPAT Bukan Akta Otentik,” http://groups.yahoo.com/
group/Notaris_Indonesia/ message/979, diakses pada tanggal 26 September 2015.

Hadjon, Philipus M., Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, Surabaya Post,
Edisi 31 Januari 2001.

., Wewenang, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya.

Harsono, Boedi, PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya, Majalah RENVOI No 844.1V,
2007.

Lamandasa, Raimond Flora, Penegakan Hukum,
http://www.scribd.com/doc/2953532/ Penegakkan-Hukum, diakses pada
tanggal 5 Oktober 2015.

Surahmin, Relevansi Menghapus Kewenangan Notaris,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe7falc58fbf/relevansi-menghapus-
kewenangan-notaris-broleh--surahmin-, diakses pada tanggal 4 Juni 2015.

Wikipedia, Notaris, http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris 21 Juni 2010., diakses pada
tanggal 20 Nopember 2015.



http://groups.yahoo.com/
http://www.scribd.com/doc/2953532/
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe7fa1c58fbf/relevansi-menghapus-kewenangan-notaris-broleh--surahmin-
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fe7fa1c58fbf/relevansi-menghapus-kewenangan-notaris-broleh--surahmin-
http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris21Juni2010

Winarsi, Sri, Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat
Umum, majalah YURIDIKA Vol.17 No 2, 2002.

Tejabuwana, “Peran Dan Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas
Tanah Yang Belum Bersertifikat,” http://mkn-
unsri.blogspot.com/2010/03/fungsi-notaris-dalam-pembuatan-akta.htmi-4,
diakses pada tangga 20 September 2015.



http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/03/fungsi-notaris-dalam-pembuatan-akta.html-4
http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/03/fungsi-notaris-dalam-pembuatan-akta.html-4



